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LATAR BELAKANG

1.1.Latar Belakang Masalah

(Dukcapil Kemendagri, 2022) Indonesia adalah negara berkembang
dengan 34provinsi dan 273.879.750 jiwa. Sebuah negara membutuhkan dana
untuk berbagai bidang budaya, pendidikan, hukum, ekonomi, infrastruktur dan
lain-lain. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan kesatuan negara di Indonesia,
penerimaan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dibagi menjadi tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, hibah, dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Negara harus menyelenggarakan
pembangunan nasional, berupaya meningkatkan segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah pemanfaatan
sumber daya alam dan pemungutan pajak.

Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia Yyang
berpenghasilan. Sebagaimana menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUHP) Pasal 1 angka (1)
bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutan oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sektor
penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dengan penerimaan sejak hingga 2022 sebesar Rp. 567.69 triliun atau sebesar



44,8% dari target APBN vyaitu Rp. 1.265 triliun (Novani Khairizka, 2022)
salah satu keberhasilan Direktorat Jendral Pajak dalam menumbuhkan

kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan Target dan Re;lrl?st;esli IlD.eilerimaan Pajak(Dalam Triliun
Rupiah)
Tahun Target Realisasi Capaian
2017 1.283,60 1.1475 89,40%
2018 1.424,00 1.315,93 92,41%
2019 1.577,56 1.332,06 84,44%
2020 1.652,57 1.069,98 64,75 %
2021 1.229,58 1.277,53 103,90%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017-2021

Ada dua jenis pajak di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPnBm, dan PBB, sedangkan pajak daerah
dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi meliputi pajak kendaraan
bermotor dan kendaraan air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak
daerah kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian
golongan c, pajak parkir, pajak sarang burung dan bea materai, pajak atas bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan.



Menurut data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak
penghasilan (PPh) memiliki posisi signifikan sebagai penyumbang tahunan
terbesar dalam penerimaan pajak. Undang-Undang yang mengatur pajak
penghasilan beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan data (APBN

Januari, 2022) pajak penghasilan menyumbang sebesar Rp 696,51 triliun
atau meningkat sebesar 17,25% dari tahun 2020. Salah satu penerimaan sumber
pajak penghasilan terbesar yaitu dari wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah) orang pribadi ataupun badan.

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai
tantangan di negeri ini yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang
dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital.
(BKPM, 2022) Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM
memiliki peran yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Sektor UMKM mencapai 64,19 juta

2. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik
bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau
setara Rp. 8.500 triliun pada tahun 2020.

3. UMKM mampu merekrut karyawan dalam jumlah besar, pada tahun 2020
mewakili hampir 97% dari kapasitas pencatatan dunia usaha. Jumlah
UMKM berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di
Indonesia, sehingga UMKM berperan besar dalam perekrutan tenaga kerja

di Indonesia.



Oleh karena itu penggalian potensi pajak UMKM merupakan salah satu
fokus kerja Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Target penerimaan pajak setiap
tahun dievaluasi dan kemudian ditetapkan kembali sebagai target tahun
berikutnya (Anugroh Saputro, 2019). Target pajak tersebut masuk dalam APBN
dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah sebagai penyelenggara
perpajakan terus mendorong pelaku UMKM untuk mematuhi kewajiban
perpajakannya, terlihat dari beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan
pajak, khususnya ketentuan perpajakan yang mengatur tarif pajak penghasilan
khusus bagi UMKM berbasis online sehingga wajib pajak memiliki lebih hemat
waktu, tidak lagi ke kantor pajak.

Tahun 2013 Kementrian Keuangan menerapkan PP Nomor 46 Tahun
2013 tarif PPh final yaitu sebesar 1%. Namun dinilai terlalu besar oleh wajib
pajak UMKM. Dengan masukan dari berbagai dunia usaha diturunkanlah tarif
pajak dari 1% menjadi 0,5% (Adi Kurnia Hermawan, 2020) yang di atur dalam
PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku per 1 Juli 2018. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu
mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang
berfokus pada pengurangan defisit fiskal dan peningkatan tarif pajak, termasuk
penerapan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak.
Meningkatkan perpajakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kepastian

hukum serta kepatuhan perpajakan.



Tabel 1. 2
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sukabumi
(dalam unit)
Tahun Jumlah
2019 369.958
2020 392.849
2021 417.155

Sumber : open data jabar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Berbanding terbalik dengan pertumbuhan UMKM di Sukabumi yang bisa
di lihat dari tabel di atas dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan tapi

kurang berkontribusi dalam aspek perpajakan, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. 3
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar dan
membayar pajak diKPP Pratama Sukabumi

Tahun Jumlah WP OP UMKM Jumlah WP OP UMKM yang
Pajak Terdaftar membayar

2019 11.366 10.186

2020 4.484 1.365

2021 2.990 199

Sumber : KPP Pratama Sukabumi

Setelah dilakukan berbagai kebijakan perpajakan salah satunya dengan
pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak

yang lebih rendah yaitu 0,5% kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan




perpajakan masih terbilang minim. Permasalahan pajak masih dianggap
masalah bagi pemerintah karena belum semua pengusaha sadar dirinya
merupakan wajib pajak (Adi Kurnia Hermawan, 2020).

Dari yang sudah dipaparkan penjelasan di atas bahwa UMKM secara
keseluruhan berdampak siginfikan pada penerimaan negara namun berbanding
terbalik dengan jumlah UMKM yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM vyang terdaftar di KPP
PratamaSukabumi tidak seimbang dan mengalami penurunan

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas
maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi judul
tugas akhir yaitu “PENGGALIAN POTENSI PAJAK UMKM DI KPP
PRATAMA SUKABUMI”.

1.2.1dentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
makapenulis dapat mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan Pegawai KPP Pratama Sukabumi dalam
menggali potensi pajak UMKM?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Account Representative (AR) KPP
Pratama Sukabumi dalam menggali pajak UMKM?

3. Bagaimana tata cara pelaporan pajak UMKM bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi dan apa saja yang yang harus dipersiapkan?



1.3.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan judul diatas adalah :
1. Mengetahui usaha yang dilakukan Account Representative (AR) guna
menggali potensi pajak UMKM.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Account Representative (AR)dalam
menggali potensi pajak UMKM.

3. Untuk mengetahui cara melakukan pelaporan pajak UMKM OrangPribadi.

1.4.Manfaat Penelitian
Manfaat yang bisa diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini antara lain :
1. Bagi penulis
Untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang penelitian dan
bagaimana menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini selama
masa sekolah.
2. Bagi UMKM di Sukabumi
Dapat memberikan informasi tambahan tentang pajak dan manfaat
yang akan diperoleh bagi UMKM di wilayah KPP Pratama Sukabumi, dan
dapat meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak UMKM tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan.
3. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan informasi tentang kesadaran wajib pajak,
kontribusi dan potensi wajib pajak UMKM di Sukabumi serta faktor-faktor

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah dapat



menciptakan solusi berdasarkan faktor-faktor tersebut.
4. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian terkait.



